/ DEMI KEADILA

PENG GADILAN

perkara — perkara perd

putusan s

eperii terg
ebut dibawan inj dalam perkara antar

NG
MOR 212!PDT!20:‘0/PT SBY

N BERD -
ASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

TING ili
361 SURABAYA, yang memeriksa dan mengadih

ata ¢
alam peradilan lmcmat banqu telah n,anjatuh‘-(an

a.

1.SYAIFUL BA
HRI, bertempm tinggal di Dusur Dam, RT. 03, RW. 01,

2. AHMAT

Desa
3 Sumber Kolak, Kecamatan Panarukan.

Kabupaten Situbondo, selanjutnya disebut sebagal

Pembanding | semuta Penggugat | ;

AT FAT a -
OMI, bertempat tinggal di Kampung Masjid, RT. 2, RW- 2,

Desa Jangkar, Kecamatan Jangkar, Kabupaten
Situbondo, selanjutnya disebut sebagai Pembanding Il

semula Penggugat Ii;

——

gy \ Lawan:

u-

1. Q\TN‘L} k'\%UPATEM SITUBONDO ~ Cq.  BUPATI
Z
V]

1
[
We

-»..

“,* )’(AQJPATEN SITUBONDO, herkedudukan di Jalan

oy

\
\‘<% / P? udlrman, Nomor 1, Kelurahan Patokan,

\\q,eff’eéarnatan Silubondo, ~ Kabupaten  Situbondo,

oo

2. PEMERINTAH

Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Reno Widigdyo, S.H. Advokat, heralamat di
Perumahan Griya Panji Mulya Blok C, No. 03, Desa
Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo,
berdesarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Agustus
2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding i
semula Tergugat I,

KABUPATEN SITUBONDO Cgq. WAKIL BUPATI
KABUPATEN SITUBONDO, barkedudukan di Jalan
pPB. Sudirman, NMomor 1, Kelurahan Patokan,

Kecamatan Situbondo, Kaktupaten  Situbondo,
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Pre uasa
IVINS) Jawa Timur dalam hal ini mermber kan kuas

K amat o
epada Reno Widigdyo S H Advokat peralama

P P - o053
efrumahan Griya Panyi Mutya Blok C No 03 v

Curah Jery Kecamatan Pan; Kabupaten situbond?

. 19 Agustus
i

ber
dasarkan Surat Kuasa Khusus tang32

2018, selanjutnya disebut sebagal Terbanding
semula Tergugat II

3 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA Cq KEPALA SATUAN POL'S!

PAMONG PRAJA, berkedudukan di Jalan pB

‘ . n
Sudirman, Nomor 1, Kelurahan Patokan Kecamala

Situboendo.  Kabupaten Situbondo, Provins! Jawa

e ~NP‘TImur dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rend

V‘f’d,'f_gdyo‘ SH Advokat beralamat di perumahan

._C‘”Yazpanjr Mulya Blok C, No. 03, Desa Curah Jeru,

_{(ecar"natan Panji, Kabupaten Situbondo, Provins!

-

K ™ A
‘-~”~.,._i~,j”éj.‘/a Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 19 Agustus 2019, selanjutnya disebut sebagai
Terbanding I!l semula Tergugat lll;

4 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SITUBONDO Cq.
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

KABUPATEN SITUBONDO, berkedudukan di Jalan
Kenanga, Nomor 1, Krajan Patokan, Kecamatan
Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa

Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Reno
Widigdyo, SH.. Advokat, beralamat di Perumahan
Griya Panji Mulya Blok C, No. 03, Desa Curah Jeru,
Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, Provinsi
Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 02 September 2019, selanjutnya disebut

sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV,
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h

KEPOLIS|
AN RESORT SITUBONDO Cq. KEPALA KEPOLISIAN

RESORT SITUBONDO, berkedudukan di jalan PB

Sudi
Liman Nomor 30, Plaosa, Kelurahan Patof@m

Kecematan  Situbondo,  Kabupaten  Situbond®

emberikan kuasa
di

Provinsi Jawa Timur, dalam hal inim
Advokat,

3 Desa

Kepada 1. Reno Widigdyo, S.H.

Perumahan Griya Panji Mulya Blok C, No. 0

Curah Jeru, Kecamatan Panji, Kabupaten situbondo,

Provinsi Jawa Timur, 2. IPDA Tobron, S.H., Paur
situbondo,

Blok V-16,

Posbakum Subbaghukum Polres

beralamat di Perum Panji Permal

«."Tc\1
«M"OKeéfurahan Mimbaan, Kecamatan Panji, Kabu[aten

C\\
wj_\\—hhﬁonoo berdasarkan Surat Kuasa Knusus tanggal

ebut sebagai Turut

PENG Ay,

158
]”‘9 Aqusxus 2019, selanjutnya dis

s \:___Ierband'ﬁg | semula Turut Tergugat I,

by
-

6. r(O'VfAND\O 'vtsle MILITER 0823 Ca. KOMANDAN

DISTRIK MILITER SITURONDO, berkedudukan di
c, Patokan, Kecamatan

/,’(' -

KOMANDO

Jalan PB Sudirman Nomor 30

Situbondo, Kabupaten Situbondo, Provinsi Jawa

Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada
Suyitno, Komandan Unit Intel Kodim 0823/Situbondo,

beralamat di Kantor Makodim 0823/Situbondo Jalan

PB Sudirman, Nomor 32, berdasarkan Surat Kuasa

Khusus tanggal 8 Oktober 2019, selanjutnya disebut

sebagai Turut Terbanding Il semula TurutTergugat Il ;

Spd.,, bertempat tinggal di Kampung

7. SUMYAD! YATIM WIYONO,
Desa Kalisari, Kecamatan

Secangan  Timur,

Banyuglugur, selanjutnya  disebut sebagai  Turut
Terbanding |l semula Penggugat Ill;

PENGADILAN TINGGI tersebut;
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/Terah mernbaca:
al 13 April

n  Hakim

enetapan ‘
L P p Ketua  Pengadilan Tinggi Surabaya tangd
Nom
2020 Nomor 212/PEN PDT/2020/PT Sby, tentang ~ penunjukad

Majelis yang aka ; P
jelis yang akan memeriksa perkara tersebut dalam tingkat banding:

, Berkas perkara Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 24 Februar

2020 Nomor  40/Pdt.G/2019/PN Sit. dan semua surat surat yand

berhubungan dengan perkara inj:

TENTANG DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13

Agustus 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan pengadilan

Negeri Situbondo pada tanggal 13 Agustus 2019 dalam Register Nomor
40/Pdt.G/2019/PN Sit , telah mengajukan gugatan sebagai berikut
| KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT.

_ T Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga negara Republik Indonesia
.;“N yang\ perdomisili tetap dengan Kartu Tanda penduduk ( KTP )
4 Kabupa*en Situbondo ;

’E‘,Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga Negara Republik

N _,lndor;e‘;!a yang termasuk bagian dari penduduk Kabupaten Situbondo

: ey
R eapénjadi korban dari tidak di tegakkannya Perda Kabupaten Situbondo

tentang Larangan Pelacuran;

3. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga Kabupaten Situbondo

yang berhak mendanatkan perlindungan dan pemenuhan hak asas!

dari setiap efek baik social maupun kesehatan dari maraknya tempat

lokaiisasi ( Prostitusi ) yang berkembang pesat di Kabupaten

Situbondo ;
Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga Negara Republik

Indcnesia yang memiliki hak yang sama di depan hukum untuk

mendapatkan keadilan dan dijamin kepentingannya sebagai warga

Negara sebagaimana tercantum dalam pasal 28 D ayat (1) Undang-

Undang Dasar 1945 yang berbunyi:
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bahwa Masing _

3. pada tanggal 13 Maret 2020, untuk Turut

Terbanding 111
anggal 17 Mar
aret 2020 UﬂtU"( p

Terbandmg | ara Pembanding dan Turut

al
9gal 18 Maret 2020 untuk Para Terbanding dan

Turut
Terband:ng I ah diber k
I kesemp

perkary tersebyy. atan untuk mempelajari berkas

TE
NTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Memmbang bahwa

Permohonan
at I!Pe'nb'mdrnq | d

PenggugavPary p

Pengqug banding yang diajukan oleh

an Penggugat Il / Pembanding Il / Para
emban ;
anding, telan diajukan dalam tenggang waktu dan

dengan ¢ .
annya y

ara serty sy
- d Syarat |
permoh ( ang ditentukan oleh Undang-Undang, maka
mohonan b;
anding terseby secara forma) dapat diterima
M(Jnl:nb,qnq b

ahwa Para Pembanding / Para Penggugat mengajukan

'memon banding ten

anggal 24 Februan 2020 yang pada pkokonya sebagal

bcrfkut

‘Batwa dalam gugatannya PARA PENGGUGAT pada  pokoknya

'menumm agar PARA TERGUGAT dinyat

N\ “;tis‘m’WJH Hukum karena PARA TERGUGAT adalah para penguasa yang

“‘?fémpunym kewajiban melakuk

akan telah melakukan Perbuatan

an_ perbuatan hukum untuk melindungi,
tenaminnya pemenuhan hak masyarakat atas lingkungan hidup yang
bersih dan sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 28 H Undang-Undang
Dasar1945 jo Pasal 2 dan 9 ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia jo Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39
Tahun 2009 tentang Perfindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup jo
Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia nomer 36 Tahun 2009
tentang kesehatan,

Bahwa PARA TERGUGAT dalam penanganan Pelacuran ini  belum
bekerja maksimal sesual mandat yang diberlkan peraturan perundang-
undangan daiam hal ini surat Gubernur Jatim nomor 460/16474/031/2011.
Perda no 27 Tahun 2004 tentang larangan Pelacuran dan Surat Keputusan
5/2005 tentang Tatacara Pelaksanaan Pembongkaran Tempat

Bupati

Pelacuran  Akibat lambannya Penegakan Perda no 27 Tahun 2004

Halaman 84 dari 111 Putusan Nomor 212/PDT2020/PT SBY




/di samping aan ; '
=2N8Guan ketertiban gan sosial yang mana di Lokalisasi-lokalisas!

Juga di peruntukk
an untuk Pemukiman warga sehingga tumbuh kembang

anak Juga akan *
" t€rganggu secara psikis juga meningkatnya penyebaran

penderita Hly .
Yang tertular dari wpg (Wanita Pekerja Seks) yang

melaksanakan kag;
kegiatannya g Tempat-tempat ~ Lokalisasi, ~Sehingga

masyarakat yang menjadi korban -

Bah al
wa dalam Perda no 7 Tahun 2004 pada BAB Il KETENTUAN
LARANGAN Pasa| 2 ayat -

(

1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran ;

5 .
(2) Setiap orang atay Bagan Hukum dilarang mendirikan &tau

mengusahakan tempat-tempat pelacuran

- “(3) Slﬂ:‘flap orang dilarang berada di tempat yang dipergunakan sebagal

tamflat pelacuran,  kecuali pemilik, keluarga pemilik ~atau
7 ‘;ﬂfﬁpenadggung Jawab bangunan yang bertempat tinggal di bangunan
e :(ersg[:ut dan dapat dibuktikan dengan surat keterangan yang sah.
\Zfi,.{@é Lambatnya kinerja Pemerintah dibuktiken dengan Masih
aktivnya 3 Lokalisasi yang terkenal di Kabupaten Situbondo yaitu Gunung
Sampan (GS) di Desa Kotakan Kecamatan Kota Situbondo, Bandengan yang
berada di daerah Panarukan, Rajawali di jalan Pantura Besuki Banyuglugur.
Bahwa yang menjadi dasar dan alasan Para Penggugat mengajukan
gugatan terhadap para Penggugat dalam perkara a quo yaitu karena PARA
PENGGUGAT adalah warga Negara Republik Indonesia yang termasuk
bagian dari penduduk Kabupaten Situbondo menjadi korban dari tidak di
tegakkannya Perda Kabupaten Situbondo tentang Larangan Pelacuran yang
berhak hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan
lingkungan yang baik dan sehat. Serta mendapatkan perlindungan dan
pemenuhan hak asasi dari setiap efek baik social maupun kesehatan dari
maraknya tempat lokalisasi ( Prostitusi ) yang berkembang pesat di

Kabupaten Situbondo. Berdirinya tempat lokalisasi menimbulkan Penyakit

HIV/AIDS dan telah mengakibatkan :
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/ Eks lokalisasg;
\ £ | G
unung Sampan sebanyak 44 kasus HIV, sebanyak 7
kasus termasy '

LAY

kas
o SUs baru danp sebanyak 1 kasus termasuk kasus

- Bandengan pj :
nNarukan ditemykan sebanyak 22 kasus, diantaranya 3

kasus bary ¢
an 2 kasus lama Ditemukannya banyak kasus baru

disebabkan ;
adanya migrasi WPS dari 1uar kota Situbondo

- Banyaknya wpg Yang memasuki

ditem

kota Situbondo menyebabkan
ukann
ya kasus bary dalam pengendalian penyakit HIV — AIDS |

Hasil Pemeri
meriksaan HIV dan AIDS g Kabupaten Situbondo mengalami

eningk i [
peningkatan setiap tahunnya selama 9 tahun ini mulai dari 2010 sampal
2018 sebanyak 351 Kasus HIV dan 812 kasus AIDS keseluruhan

e Q
P selama § tahun terakhir sebanyak 1 163 kasus

x ®
v : i . '
. ‘Béﬁ%\ Saksi saksi baik dari Para Pembanding dan para Terbanding
2

‘v%, rz ‘ ,
2 g ”/im. ’ﬁya menyatakan bahwa memang benar ketiga lokalisasi besar di
FUNR Y = pflii | ,

> Kabupaten Situbonde vyaity Gunung Sampan (GS) di Desa Kotakan

N
&g@é /atan Kota Situbondo, Bandengan yang berada di daerah Panarukan,
ajawali di jalan Pantura Besuki Banyuglugur masih aktif dan terus
melakukan transaksi seksual di Kawasan yang di maksud ;
Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim mengenyampingkan
kesaksian para saksi yang memberi kesaksian bahwa ketiga Lokalisasi
tersebut masih aktif sehingga nyata dan jelas bahwa Larangan pada Bab |l
Pasal 2 ayat 1,2 dan 3 sudah di langgar hal ini membuktikan bahwa Para
Terbanding belum bekerja maksimal menegakkan Perda no 27 Tahun 2004;
Bahwa dasar di tolaknya Gugatan adalah tidak terbukti Para Terbanding
Melawan Hukum karena tidak lalai dalam menegakkan Perda no 27 Tahun
2004. Dalam pertimbangannya Majelis Hakim yaitu :
1 Bahwa Para Terbanding sudah melakukan Razia rutin ;
Bahwa semua Razia yang di lakukan Satpol PP hanyalah Razia
yang di lakukan kepada PSK yang mangkal di pinggir jalan dan

warung remang remang bukan dari ketiga Lokalisasi besar di

Situbondo ;
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Doni dan
ol PP
dak

Bahwa :
dari keterangan dari Saksi Para Pembanding
Hafis dj

dibawah sumpah menerangkan bahwa setiap SatP

melakuka : ;
kukan Razia hanya jalan di depan wisma dan ti

melakukan tindakan apzpun misal mengetuk atau mendobrak
pintu, menggeledah wisma di lokalisasi Gunung Sampar dan
menurut saksi Lokalisasi adalah tempat yang paling aman untuk

melakukan transaksi esek esek :

2. Bahwa Para Terbanding telah melakukan Penertiban berupa

pembongkaran tempat-tempat Prostitusi ;

Bahwa pada Putusan Majelis Hakim Hal 110 sampai dengan hal

112 sangat jelas bahwa Pembongkaran yang di lakukan
Pemerintah adalah bukan tentang peiaksanaan Perda No 27

:,T\ahun 2004 namun dasar pembongkaran adalah di karenakan

"""ag}ng yang berada di wilayah Besuki ( Pinggir Jalan ) tidak

ya karena dari 48 warungd

\ -

< 2 o
/g; .,j‘p)lbf-‘ &1 dan menyalahi peruntukann
wy e !f_ I "
o [fyang ol bongkar tersebut hanya 30 warung yang di tengara! di
selebihnya adalah

N Y/
.‘ﬁe;.p?r,_c;Unakan warung remang-remang

N
g-ﬂ{ngkeh bubut dan lesehan ;

Hal ini juga di pertegas oleh Saksi Para Tergugat Sutomo yang

di bawah sumpah menerangkan bahwa dalam sosialisasi hanya

di tekankan tentang pembongkaran tersebut  karena

arung tersebut tidak berizin ;

pembangunan w
ran warung remang remang di

Serta belum ada pembongka

sekitar jalan Kotakan;
gunakannya Hak Bupati untuk membongkar

perhatikan Undang Undang namun tidak

Tidak di tempat

L okalisasi dengan mem

di sebut Undang Undang apa yang di maksud jika menyangkut

tentang kepemilikan tanah ( SHM ) maka ini tidak ada kaitannya

dengan bangunan yang di gunakan untuk tempat pelacuran

karena keberadaan bangunan itu tidak ada hubungan dengan

ikepemilikan tanah namun berdasarkan IMB sesuai dengan
peruntukannya i
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&

thw
a dar |,
Paya Po
o 'me”nt
Sud; ah de
M terjag PeNnurunan p Ngan cara pendekatan agama
N PSK

Bahwa dasar y

ang di u
gunakan oleh Majelis Hakim adalah

kesaksi;
aksian Yang di beng

an .
oleh Saksi Para Tergugat Ustadz

L [

benumiah 19 ada penurunan dari Tahun 2008
Orang menurun dj tahun 2018 menjadi 40 orang

don t;
tahun 2019 turun lagi hingg

a 20 orang ;

Unhw-]
a pertimb; .
ANgan hakim ini tidak cermat karena apa yang di

katakan
¥ Oleh &
Ustadz Baidawi tidak di dukung oleh data yang

akurat d
‘ an bertent:
tentangan dengan kesaksian dan Hafiz dan Doni

serta data Kp
T A ( Komisis) Penangqgulangan Aids ) dan Para
eraugat y;

yang di ungkap oleh Saksi Heryawan dari Dinas

(3 "”“- Kﬂsehn[n s
| N tahun 2018 yakni 61 PSK dan keterangan dari Hafiz

™~

/- A
ds -\)0
j/ | ‘l"?;‘*“ '{\r})}\{ NEyang melakukan investigasi jumlahnya sekitar 80
z -»/»"t,:orar)g}dl tahun 2019

O
4  Bahwa
hwa  pertimbangan Majelis Hakim tentang penyebaran

"

: T‘w_\:.ff-{)cnynkrt menular  HIV Aids dari saksi Para Terbanding
Heryawan bahwa bukan hanya dari hubungan seksual seakan
mengenyampingkan kesaksian lainnya dar saksi yang sama
bahwa ketiga Lokalisasi tersebut di sebut sebagai tempat
Endemis karena tiap tahunnya selalu di temukan penderita baru

HIV Aids juga keterangan saksi mengatakan bahwa penularan

juga bisa di akibatkan darn silet di gunakan Potong Rambut

yang sbelumnya di pakai untuk penderita HIV Aids |

Sangat Nampak bahw
tidak memiliki empati dengan ketakutan dan

a jiwa keadilan dan kearifan dari Majelis

Hakim yang
kekawaliran masyarakat dengan penyakit ini tidak diindahkan di
mana pendentanya menurut saksi Heryawan sudah mencapat
4 163 orang dengan menyerang semua lapisan usia yang
sebagian besar penderitanya mayoritas dari ketiga Lokalisasi

dan angka tersebut bisa lebih besar lagi karena tidak

tersebut
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/ Sem
va Masyarakat mauy

5 Mmemeriksa kesehatannya,

Bahwn kata Hak dalam

ity hat Perundang undangan yang berlaku baik
ak lntErpelaSI deiii

yang gj Terbanding IV dan Hak pembongkaran
= dlatur daiam Perda no 27 Tahun 200

4 diterjemahkan
oleh Majelis Hakim sepert

kepad hak biasa bukan Hak melekat
N a para Pg; A
Peiabat yang g pilih menjadi Wakil dan Pimpinan

Yang memilihnya untuk melindungi Hak Warga Negara
Se H i
Pt yang di atur gajam Lup 1945

Bahwa T .
urut Terba”dmg | berhasil melakukan pengungkapan
Kasu :
s Trafficking bukan karena penegakan Perda no 27 Tahun

2004 i o
namun itu criminal murni atau pidana murni dan tindakan

t 3
€gas tersehyt dilakukan Turut Terbanding karena ada

Pengaduan  dar; Pembanding | bukan dari permintaan

TE_rll\gnding n
9 A7
;;‘Bahwlrl:x menurut kesaksian Hafiz dan Doni razia yang di lakukan

A

EN

‘Satpo] PP yang hanya berkeliling saja di Gunung Sampan tidak

»

%, — Pernah melibatkan pihak Turut Tergugat | dan Turut Tergugat Il;

Ty, v s
w7

Sangat “jelas~bahwa semua pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan

Gugatan CLS ini ada keberpihakan dan tidak melihat fakta dengan jelas, baik
itu tentang Bukti bukti Surat maupun Saksi Saksi bahkan saksi dari Para
Terbandingoun semua tidak ada yang membantah bahkan berkesesuaian
dengan dalil Gugatan ;

Gugatan CLS ini sudah memiliki Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung
dalam Kasasi Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Kasasi Presiden
dan segenap pejabat lain yang tergugat CLS dalam kasus kebakaran hutan
dan lahan (karhutla) tahun 2015 di Kalimantan Tengah. Putusan perkara
nomor 3555 K/PDT/2018 yang diketok pada Selasa, tanggal 16 Juli 2019
dimana dalam Putusan tersebut Para Tergugat dianggap Lalai dan Meiawan
un sudah ada upaya penanggulangan Kebakaran namun tidak

Hukum meskip

maksimal ;
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g
»

;oo
© Akibat dgri F-“utus-m M

anding, Lok

mulai mcndatanok
o

Pemb Vels Hakin, y

5‘(‘knrnnn
an kemb;}h p
"Kan pertimp
di atas, kir

alisag; ang meng|

ak Gugatan CLS para
:"‘ A
CMakin Semarak (:

SK bary d

an dan g
djelis
Hall dem.l m

N beberapa mucikari
Berdasa an B
= and : .

ang andung dan Kota kota lainnya ;
asan g

anya ena fakta.-fakta yang telah diuraikan

akim ngkm B

Banding

anding menerima Permohonan
ketakut

Menyatakan Gugatan Para p
s em

bandlng dinyatakan Sah sebagai Gugatan
Perbuatan Melawan Hy ) )

kum Penguasa Melalui Mekanisme Gugatan Warga
Negara,

DALAM POK
S OROK PERKARA

- Ménkrim .
\ AN a Pe"mOhOnan Bandmg dari Para Pembanding semula Para

1
[]

N DX :
J#5 Pengljugat:
. VZ_thembatalkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo dalam perkara

f:;._ff—’ rdata Gugatan Warga Negara (Gugatan Citizen Law Suit) Nomor :

40/Pdt.G/201S/PN.SIT Tanggal 24 Februari 2020 ;

3. Menyatakan PARA TERBANDING telah melakukan Perbuatan
Melawan Hukum:

4. Menghukum TERBANDING | dan TERBANDING |l untuk
melaksanakan amanah Perda no 27 Tahun 2004 dengan memberikan
perintah dan biaya cperasional kepada TERBANDING Il untuk segera
menertibkan dan melakukan langkah langkah hukum terhadap
Lokalisasi dan segala bentuk prostitusi di Kabupaten Situbondo |

5. Menghukum TERBANDING | dan TERBANDING Il melakukan

Pendataan terhadap penderita HIV dan memberikan pelayanan

pengobatan gratis kepada penderita HIV |

6. Menghukum TERBANDING | dan TERBANDING 11 untuk meminta
. W an

f kepada Masyarakat Situbondo atas kelalaian tidak di tegakkannya
maat kep
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/o
it[r],t ne

online

27 lah
AN 2004 e,
4 secara terbuka melalui media cetak dan

/ Mceru)hukum

Meng) :
Ihukum  TERBANDING 111 untuk  melakukan

Iy
f enertiban o,

el -
N Upaya Hulgym lainn ‘
ya yang di atur dalam Perda no 27

Fahun 2004

8. Mo

n{;hukmrl ”'I atkan
=R )
l H/\NU|N(’J ||| untuk melibat

an TURUT H:'HUANDING [l dal
no 27 Tahun 2004
9 Me

am melaksanakan Penegakan Perda

nghukum TEf "
~RBANDING IV melaksanakan fungsi tugas dan hak

melakukan | a
K nterpelasi w.
Pelasi karena kelalaian dan Perbuatan Melawan

H )
ukum Tt RBANDING | dan TERBANDING Il

10 Menghuk B TE
ghukum TURUT TERBANDING | DAN TURUT TERBANDING I

e tynduk terhadap putusan
£. \\ ‘
Bémmn
‘ A/‘\ hll
, il )
[ 1 Majehs Hakim Pengadilan Negeri Situbondo berpendapat lain,

/|
-’,n anvs
101On kiranya memberikan Putusan yang seadil-adilnya ( Ex eaquo €t

{ff r/’

> hono )

Menimbang, bahwa Terbanding | / Tergugat |, Terbanding Il 0-
Tergugat II, Terbanding !l / Tergugat [Il melaur Kuasa Hukumnya mengajukan

Kontra memor banding tertanggal 23 Maret 2020 yang pada pokoknya

sebagai berikut |

1 Bahwa para Pembanding dalam memori bandingnya dalam pokoknya tetap

mempermasalahkan bahwa ketika eks lokalisai besar itu Gunung Sampan

(GS), Desa Kotakan Kecamatan Kota Situbondo dan Bandengan di

Wilayah Panarukan serta Rajawali didaerah Pantura Kecamatan Besuki

rbanding 1, II, dan Ill dianggap lalai dan tidak

tetap beroperast dianggap te
n Perda 27 Tahun 2004 Tentang

bekena maksimal dalam menegakka

ran dimana merasa keberatan dalam memori banding

Larangan Pelacu
didasarkan pada keterangan dua orang saksi yaitu Sdr. Hafiz dan Doni
hal dua saksi tersebut secara tegas mengakui dalam persidangan

pada
ering ke cks lokalisasi Gunung

bahwa mereka s Sampan untuk berkaraoke

IHalaman 21 darl 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY



anding
/dan menggunan jasa WPS/PSK, dimana menurut pard pemb

ngan
ketentuan perda Nomor 27 Tahun 2004 pada bab Il Ketentuan Larangd
pPasal 2:
1) Setiap orang dilarang melakukan pelacuran.
m dilarangd mendirikan atau

2) Setiap orang atau badan huku

mengusahakan tempat-tempat pelacuran.
g dipergunakan

3) Setiap orang dilarang berada ditempat yan
emilik atau

sebagal tempat pelacuran kecuali pemilik, keluarga p
' al
penanggung jawab bangunan yang bertempat tingg
' ; t
dibangunan tersebut dan dapat dibuktikan dengan suré

keterangan yang sah.
mor. 27 Tahun 2004 pada Bab Il

Dengan ketentuan dalam Perda No
mana telah dikutip para

‘KETENTUAN LARANGAN pasal 2 ayat (3) sebagai
nding, maka terhadap saksi-saksi pembanding tersebut adalan

ar Perda Nomor. 27 Tahun 2004 diman
gar Perda tersebut dengan berada

g telah jelas dan tegas

para pelangg a mereka

yai niat dan sengaja melang

t dengan menggunakan jasa pelacuran yan
(3) Perda. 27 Tahun 2004.

# s
ﬁrang khususnya dalam pasal 2 ayat

iberikan kedua saksi sangat kontradiksi

Sehingga keterangan yang d

dengan pokok gugatan dan sangat diragukan kebenarannya.

Bahwa, dalil para pembanding yang menyataka saksi Hafis dan Doni

telah melakukan investigasi bahwa jumlah PSK dalam lokalisasi Gunung
Sampan jumlahnya sekitar 80 orang pada tahun 2019 tidak dapat
dibuktikan faiktanya dikarenakan tidak ada bukti hasil survei dari kedua

saksi tersebut yang diajukan oleh para Pembanding dalam persidangan.

Bahwa, dalam memori bandingnya para Pembanding pada pokoknya tetap
mempermasalahkan bahwa ketiga lokalisasi besar yaitu Gunung Sampan
(GS), Desa Kotakan Kecamatan Kota Situbondo dan Bandengan di
Wilayah Panarukan serta Rajawali di daerah Pantura Kecamatan Besuki
tetap bercprasi sehingga terbanding |, il, dan lll dianggap telah melakukan

perbuatan melawan hukum sebagiman ketuntuan pasal 1365 KUH Perdata
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/karena diangq:
N892p  lalai dan tidak bekerja maksimal dalam menegakkan

Perda. 27 Ta ;
hun 2004 Tentang Larangan Pelacuran, dimana dalil gugatan

ang diulang k i
yang 9 kembali dalam keberatan dalam pemeriksaan perkara tingkat

banding te :
g fersebut, telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak oleh Judex

Factio 1E @ ini
1o Pengadilan Negeri Situbondo dalam kepuutusan perkara gugatan inl.

Bahwa, namun demikian terbanding I, I, dan Il tetap harus

memperiahankan  argumen hukumnya berkaitan dengan keberatan
Pembanding dalam memori bandingnya. Dimana dalam menanggulangi
masalah pelacuran dan prostitusi pemerintah daerah harus mengacu pada
kebijakan pemerintah pusat yang dilaksanakan oleh Kementrian Sosial
dimana pelacuran dan prostitusi adalah dianggap sebagai masalah sosial
—-berupa penyakit  masyarakat sehingga pendekatan penyelesaian
rﬁasF{l\ahnya adalah dititik beratkan dan diarahkan pada pendekatan sosial

c’ “be \\ rehabilitasi dan pengentasan sosial sebagaimana ketentuan

¥ rUndang Undang No. 11 Tahun 2009Tentang Kesejahteraan Sosial,

ki‘"\ - Re} iafﬁllztasn Saoisl adalah:;

’ Wnasn sosial dimaksudkan untuk memulihkan dan mengembangkan
kemampuan sesecrang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat
melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Rehabilitasi sosial yang
dimaksud dapat dilaksanakan secara persuasif, motivatif, kohersif, baik dalam
keluarga, masyarakat maupun panti sosial”

Bahwa, selain hal tersebut diatas penanganan masalah Prostitusi juga harus
mengacu pada Surat Gubernur Jatim Nomor. 460/16474/031/2011 perihal
Pencegahan dan Penanggulangan prostitusi serta woman lrafficing. Dimana
Surat Gubernur Jatim Nomor. 460/16474/031/2011 adalah berupa Surat
Edaran yang ditujukan kepada Seluruh Kepala Daerah seluruh Jawa Timur,
yang disosialisasikan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra)
Jatim Bawon Ady Witoni sebagaimana berikut:

1) Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Nomor 460/16474/031/2011,

seluruh bupati dan wali kota diminta mendukung penuh upaya

penutupan lokalisasi di daerahnya masing-masing, keseriusan Jatim
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o dalam oy,
Mk i i
(ks krhuulrlmm lokalisasi membuahkan hasil.  Jatim
dyadik g, "

iehi ViR ;
0 percontohan hasional dalam model penanganan
|l‘J|‘.H|I'.;1',|

Ponnn { -
Hnan wanita na susila (WI1S5) dan lokalisasi terkait dengan

Mmotle| Penanganan
! '

berdasarkan Surat Edaran (SE) Gubernur Jatim
4“()/1(54M/()IH/?(H()

Penanggulana : i
OUIANgan Progtitus; serta Perdagangan Perempuan dijelaskan

menutup lokalisac

Nomoy | _ s
Tentang Pencegahan a

bahwai

i harus dilakukan dengan bertahap.
3) C

H"al 1 "
yang  dilakukan adalah dengan memberikan pelathan secara

maon
tal maupun spiegy Serta untuk menunjang kehidupan mereka

melalui pelatihan keterampilan dan pemberian modal usaha. Gubernur

+Uga meminta SUpaya mencegah bertambahnya jumlah penghuni baru
‘ (|I In{mh' a

1 termasuk mencegah bertambahnya rumah yang dijadikan
-4 <aﬁh.|q.n kegiatan prostitusi,

ltl\k'..m.t.m SE Nomor 460/15612/- 031/2011 tentang penanganan

l g_mhfi.t SIWTS di Jatim yaitu dengan melibatkan segenap elemen
masyarakat yang peduli terhadap penanganan lokalisasi dan WTS.

Juga meningkatkan kerja sama antar daerah yang menjadi tujuan WTS

dan juga daerah asal WTS.

9) Demi suksesnya penutupan lokalisasi, Pemerintah Provinsi Jawa Timur
juga pemerintah kabupaten dan kota menggandeng MUl untuk
menenunkan para dai ke seluruh lokalisasi. Selain itu diharapkan
mengeluarkan kebijakan untuk memasang circuit closed television
(CCTV) di beberapa kawasan lokalisasi. “CCTV untuk memantau ada
tidaknya PSK baru. Karena sudah dilarang, maka tidak boleh ada
penambahan PSK baru. PSK yang lama dibina untuk dipulangkan.

Daerah tempat asal PSK juga diminta komitmennya untuk selalu

mengawasi PSK yang telah dipulangkan.
Bahwa, berdasarkan hal tersebut diatas telah terbantahkan bahwa Terbanding

I dalam kedudukan dan jabatannya sebagai Bupati Situbondo tidak melakukan
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y

/PCbeE"f"“ lidak menaati atau lalai dan tidak bekerja maKs!

' untuK menekan dan meniadakan praktik prostitusi di wilayah Situbo
¢ & Ar}\é&q lain mengirm para PSK dan M
o ‘drseor‘tl'an Pemerintah, penempatan para Dai dan Ust
-'_rﬁelhkﬁkan pembinaan agama, pengajian rutin dari

v
W™ “\"‘\r’{’/ i ) |f
. —Keagamaan termasuk pemasangan CCTV. melakukan razia-razia repres

imal sesudl

t
ketentuan hukum yang berlaku dalam pelaksaan tugas dan jabatan Bupatl

iustru Tergugat | I

khususnya dalam penanganan masalah prostitusi, dimana J
at Gubernur

dan Il sudah secara maksimal melaksanakan petunjuk teknis SUf

Jatim Nomor 460/16474/031/2011 perhal dukungan kepada Daerah 1 12772
Timur untuk menutup lokalisasi yang berada diwilayahnya. di Kabupater
hun 2011, d!

Situbondo, dimana jauh sejak Surat Edaran tersebut diterbitkan ta
Kabupaten Situbondo sejak tahun 2004 sudah dilakukan penutupan terhadap

masuk didalamnnya@

in tindakan

seluruh lokalisasi-lokalisasi liar yang ada di wilayahnya ter

Lokalisasi Gunung Sampan, Bandengan dan Rajawali. dimana sela
penutupan juga telah dilakukan segala tindakan-tindakan yang bersifat sosial

sesuai intruksi-intruksi dari Pemerintah Pusat dan Provins! telah dilakukan

ndo

ucikari ke Panti Rehabilitas! yang telah
ad untuk tinggal dan

MUl dan Ormas
'//

dengan melibatkan seluruh unsur instansi yang berwenang dalam wadah

Kopeltibkab di eks lokalisasi-lokalisasi liar yg ditutup

Bahwa, perlu dipertegas dalam Kontra Memori Banding ini, bahwa Tergugat I,

Il dan 1ll yang cukup bekerja keras dan kontinyu bekerja melakukan tindakan

dan penindakan baik secara yustisi maupun bersifat sosial untuk

memberantas prostitusi secara terencana dan sistematis melalui kebijakan
Pemerintah yang dianggarkan melalui APBD dengan melibatkan seluruh
Organisasi Perangkat Daerah, Camat, Pemerintah Desa Terkait juga dengan
melibatkan Instansi Vertikal dalam hal ini adalah Kepolisian Resor Situbondo,
Komando Distrik Militer 0823 yang merupakan instansi dibawah Turut

Tergugat | dan I, namun menurut Para Penggugat pelacuran di lokalisasi

masih eksis, hal tersebut tidak benar, karena sudah tidak ada satupun eks

lokalisasi yang eksis sejak ditutup 2004, dampak dari penutupan yang
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/dilakukan oleh Pemers
enntah Daerah terhadap 3 (tiga) lokalisasi tersebut sudah

sangal berdampak -
2 besar terhadap berkurangnya praktik prostitusi atau

pelacuran di Kabupa -
“Paten Situbondo karena dari ketiga lokalisasi tersebut yang

awalnya buka :
terang-terangan siang dan malam, dengan jumlah puluhan

wisma dan ratusa; -
usan Wanita Pekerja Seks Komersial sejak ditutup dan

dilakukan pengawas : '
Pengawasan dan razia ketat tidak dapat lagi beroperasi sepert

sediakala, kalaupun ada yang tetap beroperasi secara sembunyi-sembunyi
jumlahnya sangat kecil sekali dan kondisinya selalu tertekan dengan razia
intensif yang dilakukan aparat gabungan Kopeltipda terus menerus, sehingga
pada akhirnya tutup dengan sendirinya dan pindah ke daerah lain.

4. Bahwa, apabila sampai saat ini masih terdapat atau diketemukan praktik
_PVOStitUSi dan pelacuran di Kabupaten Situbondo bukan berarti Tergugat . I,

- lala1 dan melakukan pembiaran terhadap praktik prostitusi dan pelacuran

eegrﬁ\dahl para Penggugat dalam surat gugatannya dan replikanya, karena

T fakﬂklbeSf”US' dan pelacuran sangat sulit diberantas sampai habis dan tidak

2 tfa sa.u wilayahpun di Indonesia yang benar-benar bebas dari prostitusi.

=

;@hwa bila masih ada pihak-pihak lain yang sengaja melanggar dengan

mencoba mengidupkan praktik prostitusi eks lokalisasi liar Situbondo, atas hal
tersebut dilakukan secara dini dengan razia dan penertiban intensif agar tidak
semakin berkembang lagi.

Bahwa, sikap dan sifat melanggar aturan hukum adalah bagian sikap batin
banyak orang ketika mereka memiliki kepntingan, mendapat keuntungan dan
atau menjadi lahan kehidupan satu-satunya, sebanyak apapun aturan hukum
dibuat dan ditetapkan dengan diikuti sanksi-sanksi hukum yang berat
sekalipun pelanggaran akan tetap terjadi, sehingga bila kasus prostitusi selalu
muncul kembali tidak berarti dinyatakan sebagai suatu pembiaran atau
kegagalan dalam memberantas prostitusi, dikatakan sebagai suatu
pembiaran bila tidak dilakukan tindakan sama sekali terhadap pelanggaran

tersebut. Dan namanya pelanggaran atau pengulangan perbuatan tidak hanya

terjadi dalam hal pemberantasan prostitusi saja tapi semua sektor penindakan
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&t | l
¢ hukum, seperti misalnya sebagai contoh dan perbandingan sebagal berikut,
intas telah diatur

hun 2009
(PP)

a. Pelanggaran Lalu Lintas: lerhadap pelanggaran lalu |

dalam - Undang-Undang  Republik Indonesia  Nomor 22 Ta
raturan pemerintah
s dan Angkutan

yitaan

lentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo. Pe
Nomor 37 Tahun 2017 Tentang Keselamatan Lalu Linta

Jalan, dimana para pelanggar telah dilakukan penilangan, pen

kendaroan dan  dihukum untuk membayar denda melalui putusan

pengadilan, namun setiap hari masih saja terjadi pelanggaran lalu lintas

dimana-mana di seluruh Indonesia.
s dianggap Polr

an dan

Apakah dengan tetap terjadinya pelanggran lalu linta
sebagail penegak hukum pemerintah dianggap melakukan pembiar
M , - aBgal melakukan penertiban lalu lintas?

‘ 'Ib(}@i\‘})\/ﬂ Jawabannya juga tidak mungkin.

l; a0 I:“- i
:'i ' hf i)‘_(e]aﬁa‘ltan dan Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan
l:l \ - J‘. l:
( ' Terlarang:
»' N -u,’-“\ ; |
h "'W,-Bnhw“- untuk pelanggaran dan penyalahgunaan Narkotika telah diatur UU

“T'NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika perubahan dari UU NO. 22 Tahun
1997 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009
Tentang Kesehatan. Namun penyalahgunaan Narkotika dan obat-obatan

terlarang dimana kepada para penggunanya telah dilakukan penindakan

hukum berupa vonis hukuman penjara yang sangat berat namun
bukannya menurun malah meningkat semakin meluas sampai Indonesia

saat ini dinyatakan dalam kendisi darurat narkoba.

Apakah kalau masih adanya penyalahgunaan narkoba bahkan semakin
meluas dianggap karena Pemerintah melakukan pembiaran dan tidak
bekerja melakukan pemberantasan narkoba?
Tentunga jawabannya tidak demikian.

¢ Tindak Pidana Korupsi: untuk tindak pidana korupsi beserta sanksi
hukumnya tefah diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah

diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi,
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/ namun «

dan d

AMpaj g4

At ini tindak n;
akuie ak pidana korupsi terus menerus tetap terjadi

al dala o
POLRI, Ke, M pemberantasan korupsi telah ada Institusi

aksaan R isi
I, Komis; Pemberantasan Korupsi (KPK)
an adanya

Apakah 1at

praktik korupsi di o .
Kejaksanan B8 KPK Psi di Indonesia dianggap karena Polri,

Tentunya Iwabanny

Bahwa, d

elakukan Pembiaran terhadap korupsi?
2 tidka demikjan

ar contoh gy ;
N perbandingan diatas telah jelas dalam hal masih

terjadinya Pelanggaran

terhadap suaty aturan hUkEengu'angan perbuatan atau ketidak patuhan
dan sanksi hukum " M walaupun telah dilakukan berbagai penindakan
tegasnya sanks; hl;k an berarti karena adanya pembiaran atau kurang
kepada sik , "M yang diberikan, tapi memang hal tersebut kembali
“ Pada sikap bathin darj Para pelakunya apalagi terhadap kepentingan,

untunga : ; 5 .
gan apalagi sampai menjadi satu-satunyamata pencaharian

(&
A,8umber penahi
© P&nghidupan, maka pelanggaran dan ketidak patuhan pasti selalu

demikian

Juga dengan pemberantasan prostitusi di Situbondo

pun Kopeltikab Situbondo telah melakukan segala tindakan untuk

berantasan prostitusi sesuai dengan Perda No. 27 Tahun 2004 dan
melaksanakan penindakan sesuai petunjuk teknis dari Pemerintah Pusat dan
Provinsi, namun ketidak patuhan dan pelanggaran akan selalu tetap terjadi
bila masih ada warga masyarakat yang dengan sengaja tidak patuh dan tetap
melakukan pelanggaran, oleh karenanya Tergugat |, Il dan Il secara kontinue
melalui Kopeltibkab selalu melakukan tindakan penertiban dan
pemberantasan prostitusi yang selalu muncul kembali silih berganti dengan
regenerasi para pelakunya.

5 Bahwa. mengenai dali dan keberatan Para Pembanding masalah
pembongkaran warung remang-remang di Wilayah besuki telah jelas dan
tegas berdasarkan bukti-bukti surat T 10, T10 A dan B dan saksi Sutomo yang
diajukan oleh Tergugat [, Il dan I/ Terbanding bahwa, Tergugat I, |l dan Ili

gkaran terhadap warung remang-remang di Wilayah

melakukan pembon
Besuki karena sering digunakan sebagai tempat prostitusi terselubung, tidak

Jialaman 98 dari 111 Putusar: Nomor 212/PDT/2020/PT SBY



/

hanya di Wilayah
Yah Besuki namun juga di wilayah lain di Kabupaten Situbondo

dimana jumlahn
Ya Juga tidak sedikit tapi puluhan warung remang-remang di

setiap lokasin o
¥a. sehingga secara tidak langsung akan terlokalisir dengan

sendirinya men
Jadi tempat prostitusi, bita fidak dilakukan pembongkaran

dengan seger
gera maka akan berkembang dengan cepat menjadi tempat

lokalisasi prost i
p tusi liar dan semakin sulit untuk dilakukan penertiban, kalaupun

dalam sosialisas :
alisasi dan penindakan pembongkarannya berdasarkan karena

tempat terse ' i ‘
pat tersebut tidak memiliki perijinan yang sah, namun sebagal dasar

tujuannya karena adanya prostitusi

penyalahgunaan sebagai tempat

terselub “
Ung yang sangat meresahkan masyarakat dan untuk mencegah

tindakan knminalitas serta penyebaran HIV/AIDS yang membahayakan

masyarakat.

6. Bahwa, keberatan Para Pembanding dalam Memori Bandingnya perihal

‘\—‘Jerbanqu .11 Dan 1l membongkar tempat lokalisasi dengan memperhatikan

: Uncf\g Undang namun tidak disebut Undang-Undang apa yang dimaksud

a 'ﬁeﬁnyangkut kepemilikan tanah (SHM), membuktikan bahwa Para

‘ Pembandlng tidaks ecara jeli membaca jawaban dan Duplik Tergugat |, Il dan
p
wkméﬂa dalam jawaban dan Duplik Tergugat I, Il dan lIll, dimana bengunan
:y‘a/n/gtenexak di eks lokalisasi liar seperti Gunung Sampan tersebut adalah hak
milik perorangan dan dilengkapi dengan dokumen hak kepemilikan yang sah
seperti Sertifikat Hak Mulik, dinama hak kepemilikan perorangan dilindungi
oleh hukum yang lebih tinggi diatas Perda No. 27 Tahun 2004 Tentang
Larangan Pelacuran antara lain Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun
1960 (UUPA) Jo. PP No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah jo.
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan
Tanah ;
7. Bahwa, seharusnya Para penggugat atau Para Pembanding harus memahami
bahwa penutupan lokalisasi dan pemberantasan prostitusi itu yang dituutup

dan diberantas adalah praktik pelacurannya bukan bangunannya, dimana
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?ENGA

\\‘——_,Béfda bahwa, pengelola kegiatan prostitusi a

i oneSia
/ tidak harus dilakukan pembongkaran bangunannya, dimanapun di Ind

n
bongkaran bjlamana tanah da

terhadap ex lokalisasi tidak dilakukan pem
- . an
bangunan miiix pribadi perorangan yang dilindung! hukum negara. Y g

terus menerus bila

kukan praktiK

impulkan

dilakukan adalah tetap melakukan pengawasan dan razia

setalah dilakukan penutupan masih ada yang tetap mela

prostitusi secara sembunyi-sembunyi dari hal tersebut dapat dis

bahwa pembongkaran dengan bersifat kasusistis tergantung situasi dan

isi r
kondisi dengan menyesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku 293
maksud dan tujuan penegakan Perda tersebut tidak tefad kesewenans-

ukum yang lebih tinggi ;
Tahun 2004 tersebut

g atau badan

wenangan dan pelanggaran terhadap aturan h

Bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 4 Perda No. 27

telah jelas terdapat ketentuan unsur-unsur pasalnya setiap oran

_hukum yang memiliki dan atau mengelola tempat yang dipergunakan untuk

femg:\at celacuran harus menutup tempat tersbut apabila tempat dimaksud

yéf’« tetap dipergunakan sebagai tempat pelacuran, maka Bupati atau

efgb*’;f yang berwenang berhak membongkar tempat dimaksud, dimana

d’ala kasus-kasus yang tejadi selama ini saat dilakukan razia dan pengakan

dalah bukan pemilik tanah dan
bangunan tapi adalah pihak lain yang kebanyakan adalah warga pendatang

dari luar Kabupaten Situbondo yang statusnya hanyalah penyewa dari

bangunan tersebut, sehingga sangat tidak dimungkinkan adanya

pembongkaran bangunan sedangkan pemiliknya sendiri tidak melakukan

pelanggaran Perda No. 27 Tahun 2004, juga sangat tidak mungkin menurut
hukum dilakukan tindakan hukum yang bersifat eksekutorial berupa
pembongkaran bangunan tanpa ada kesalahan dari pemiliknya, atau hanya
karena perbuatan dan kesalahan pihak lain. Bila pembongkaran tersebut
dilakukan maka justru Tergugat I, Il dan Il telah melakukan perbuatan
sewenag-wenang dan melawan hukum karena menabrak aturan yang lebih
tinggi diatas Perda No. 27 Tahun 2004 Tentang Pelacuran antara lain

Undang-Undang Pckok agraria No. 5 Tahun 1960 (UUPA) jo. PP Nomor 24
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k
ang-undang Republ

/lnhun 1007 Tentang Pendaftaran Tanah |O Und
an Atas Tanah

indonesin Nomor 4Tahun 1096 Tentang Hak Tanggung

Beserta Benda Banda Yang Berkaitan Dengan Tanah
Facli

usan Judox
Kabupaten

adanya

fahwa, keberatan Para Pembanding torhadap Kepu
alah HIVIAIDS di

pengadilan Negeri  Situbondo untuk mas
akibat masih

anhnbkan

gitubondo yang menurut Pembanding di
al

ap tidak mempuny

praktik prostitus di Situbondo. dimana Judox Facti diangg

adap HIV/AIDS sengatlah tidak

empati terhadap ketakutan masyarakat terh
nnggotn

dalam

boralasan karena berdasarkan saksi Heryawan yang merupakan

Komisi Penangqulangan  AIDS  (KPA) Kabupaten Situbondo

asil screening terh

tertular

persidangan secara jelas dan tegas berdasarkan h adap
ukan 3 (tiga) orang yaq

penderita HIV di Kabupaten Situbondo diketem
n WPS di Situbondo

"HIV karenn mereka melakukan hubungan seksual denga

telah dilakukan terbanyak

‘.\\
en erlfnnya adalah dari kalangan LGBT, para pengguna narkoba dan warga

rata-rata bekerna dan

HIV/AIDS karena

dmi\)?ordm.nr dan hasil pendataan yang

A

h

LA e

~ v

n:ns.y:'rrnknt Stubondo yang mengidap HIV/AIDS
g A B/
‘\\"\,fpﬂmmﬂu diluar daerah yang telah terkena vIrus

=
B penyimpangan penlaku dan pola hmdupnya di daerah lain, mereka pulang

kembali dacrahnya sudah dalam keadaan sakit tenjangkit HIV/AIDS untuk

menjalani pengobatan di Situbondo

cegahan dan penanganan HIV/AIDS memang merup

ang lebih penting

10 Bahwa, pen akan bagian

kewenangan dan tanggung jawab Pemenntah namun Yy

adalah dukungan dan kepatuhan masyaraka! terhadap upaya pemerintah

dalam mencegah dan menanggulang: penyakit HIV/AIDS dengan menerapkan

pola hidup sehat tdak melakukan hubungan seksusal bebas atau
menyimpang, menghindan penyalahgunaan narkotika serta menjalankan
penntah dan tuntunan agama. bila hal tersebul dilakukan oleh masyarakat
maka prograrn pencegahan dan penanggulangan penyakit HIV/AIDS cleh
pemenntah akan berhasil, demikian juga sebalknya jka masyarakat sendiri

tdak mendukung pemenntah dengan tetap melakukan kegiatan yang beresiko
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/tunulm IHV//\IIN; Maka
< progr

| am pemerint
N tidak bisa me

pemering: ah juga tidak akan berhasil karena

'llkljk;]n ;
dalam Masyaraky kontrol terhadap perilaky setiapindividu

11. Bahwa, barlew.
o Derkaitan dengan Penangy|
‘ “Nanqgulang

dampak dari an HIV/IAIDS baik yang merupakan

Prkata bt e
N Prostitusi - gan Pelacuran maupun sebab dari
clahigunaan Nne ifea
| arkotika ata,, sebab-sebal lainnya Pemerintah Kabupaten
Situbondg dalam hal in; Te

) | 'qugat | dan |1 sebagai Kepala Daerah berdasarkan
Peraturan Prasidan nomor -

- 75 tahun 2006 tentang pembentukan Komisi
en

anggulangan )y dan A

LS, maka telah dibuat Surat Keputusan Bupati
Nomor

188.303/p ggq

6212014 tentang  pembentukan  Komisi
Penanggutangan AIDS  yap

9 selanjutnya disingkat menjadi KPA untuk
mengkoordinasi,

memimpin, mengelola, mengendalikan, menghimpun,

Lo menggerakka -
Sy ‘\qq . mengadakan kerja sama, regional, menyebar luaskan
infoftnasi  m i ilitasi
. \ nengenai ypay, Penanggulangan  HIV/AIDS, memfasilitasi,

Kan monitori : i i
5, onitoring dan evaluasi dan segala hal lainnya sesuai ketentuan
-~

\
as_a_[ﬁ s/d 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2007 Tentang

@ "‘\
@éﬂan Umum Pembentukan Komisi Penanggulangan Aids dan

e

9/"“;
~

mberdayaan Masyarakat dalam Rangka Penanggulangan HIV dan AIDS di

daerah serta melaporkan hasi| pelaksanaan kepada Bupati Situbondo dan

Bupati Situbondo sebagai Ketua KPA Kabupaten wajib melakukan pelaporan
dan koordinasi, konsultasi, dan teknis dengan Komisi Penanggulangan AIDS
Provinsi dan Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Dimana hal tesebut
telah dipertimbangkan oleh Judex Factie Pengadilan Negeri Situbondo
bahkan mendapat apresiasi ketika penanggulangan prostitusi dan HIV/AIDS
dengan pendekatan agama oleh pemuka agama dengan menempatkan
pemuka agama di eks lokalisasi Gunung Sampan terbukti menurunnya
aktivitas prostitusi yang berdampak juga terhadap menurunnya bahaya
penularan penyakit menular HIV/AIDS ;

12. Bahwa, mengenai petitum dan tuntutan Para Penggugat yang menyatakan

untuk  menghukum Tergugat| dan I untuk melakukan pendataan dan
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s pengobatan qgratis kepada p

karena hal 1 {lge
e bt Sudnh dilokukan ole

_rfnrfp”“] HIV h-‘il’li'.!f'lh ditnlak dan dikesarr .'j’r-r;'/,‘zr

h Tergugat | dan Il sejak lama melalu
peran dan fungg kp ;

( A selain (]f)r‘!;«'}ﬂ pengobatan dan perawatan gratis yang
ditangani oleh Din

KPS jug

[ o]
a8 Kesehatan, selain pendataan dan pengobatan grats

a mem =
berikan dukungan terhadap ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS)
melalui pen .
Penyuluhan dan Sosialisasi informasi yang benar, menyediakan media
inform

asl yan
yang bemuty, Memadai dan mudah diakses dengan gratis atau

Cuma-Cur
Na dengan seluryh pembiayaan yang ditanggung oleh APBD Selain

tu
U Juga memasukkan Pendidikan pencegahan HIV dan AIDS dalam mater

kunkul o
Ulum  pendidikan sekolah yang terintegrasi dengan mata pelajaran

tertentu, pencegahan terus dilakukan pengobatan, perawatan dan dukungan
bagi ODHA Perawatan dilakukan dengan pendekatan Klinis, agama, keluarga

’"‘dan Mmasyarakat Oukungan bagi ODHA juga harus dilakukan mulai dari

b . ”‘?\'”93” keluarga, Masyarakat dan pemerintah
y"\" <“ ‘}’g
{ & a IQ?U berkenaan dengan petitum dan tuntutan Penggugat | dan II/ Para

i
Per*b%indmg Yang memohon agar Terbanding |, Il dan Il agar dinyatakan

melakukan perbuatan melawan hukum Bahwa, berdasarkan hal-hal
ersebut diatas tejah jelas dan terbukti bahwa Para Tergugat tidak melakukan
perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam pasal 1365, 1366,
1367 KUHPerdata dimana pasal-pasal tersebut telah dijadikan dasar gugatan
(rechts ground) cleh Para Penggugat/ Para Pembanding dalam mengajukan
gugatan Cilizen Law Suit, dimana hal tersebut telah dibuktikan dengan
pertimbangan Judec Factie dalam Surat Keputusannya di halaman 116 alinea
5-6 yang menyatakan:
“ Menimbang, berdasarkan pertimbangan yang telah diuraikan diatas,
Msjelis Hukum berpendapat bahwa Para Tergugat tidak melakukan
perbuatan yang bersifat melanggar hukum yang diatur dalam pasal 1365
KUHPerdata. Dengan demikian dalil-dalil Para Penggugat bahwa Para
Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak terbukt,

dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 2 hanislah ditolak:
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arj K8putusan Majelis Hakim yang menolak gugatan
T(CLS) para Pembanding, lokalisasi sekarang semakin semarak
i mulaj Mendatangkan kembali PSK baru darj Bandung

a adalah argumen tanpa bukti

dari Para Pembanding,

sudah pernah disampaikan oleh Penggugat dalam proses
persidangan sebelum perkara inj diputus oleh Judix Factie Pengadilan Negeri

a argumen Para Pembang

ing tersebut tanda dilandasi bukti
dan fakts Yang konkrit kebenarannya‘

dikarenakan sampai saat inj

P€ngawasan dan Penindakan berupa operasi penertiban terus berjalan

intensif tanpa terpengaruh, adanya gugatan CLS dari Para Pembanding,

dimana dari hasi| Pengawasan dan operasi intensif tersebyt tidak ditemukan

PSK dari Bandung dan kota-kota lainnya, justru aktifitas pelacuran semakin
menurun di eks lokaliasi karena semakin ketatnya pPengawasan dan

penindakan dari Kepeltibkab Situbondo :
15. Bahwa mengenai  klaim Pembanding | telah berhasil melakukan
Pengungkapan kasus Trafficking bukan karena Penegakan Perda Nomor 27

Tahun 2004 namun kriminal murni atau pidana murni dan tindakan tegas
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kareng
permintaan Terbanding i

Para Terbangi ; ,
mengklaim ha dimang - anding mempersilahkan saja untuk

ada  pengaduyan dari Pembanding | bukan

er i
B, Bl pembu band{ng I tetap mengacu pada pembuktian yang
| “ktian yang g
Jukan oleh Parg P ' i ti
terdapat byt surat atay embanding sendiri tidak

saksj Yang menduky . _
; ng klaim Pemba
justru berdasarkan alat b g embanding Tersebut,

. Ukti surat yang diajukan oleh Terbanding |1, Il dan Il
‘ng | dalam

Tramtib Kecamatan Kota sit

dan Turut Terbang
Pengungkapan tersebut dilakukan oleh petugas

ubondo yang ditindak lanjuti proses hukumnya

ara Pembanding mengenai Yurisprudensi Mahkamah Agung
7 utusan perkara Kasasi, Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan

residen dan Pejabat |ain yang merupakan Tergugat CLS dalam kasus
ebakaran hutan dan lahan (

Y

: karhutla) tahun 2015 di Kalimantan Tengah,
_}f <an per|

kara Nomor. 3555/K/PDT/2018 yang diketok pada hari Selasa,
tanggal 16 Juli 2019 dimana dalam putusan tersebut Para Tergugat dianggap
lalai dan melawan hukum meskipun sudah ada upaya penanggulangan
kebakaran namun tidak maksimal. Bahwa, dalil Para Pembanding tersebut
melenceng dari materi dan pokok persoalan dalam perkara Nomor
3555/K/PDT/2018 yang diputus oleh Mahkamah Agung tersebut, karena
upaya penanggulangan kebakaran tersebut tidak menjadi pokok perkara atau
obyek gugatan dalam perkara tersebut ;

Bahwa, kasus Putusan Kasasi MA dengan No. 3555/K/PDT/2018 itu diketok
pada 16 Juli 2019 yang memperkuat putusan sebelumnya di Pengadilan
Tinggi Palangkaraya. Gugatan hukum Presiden, Menteri dan Gubernur itu
berawal dari kejadian karhutla 2015 yang menghanguskan sekitar 2,6 juta

hektare kawasan itu. Dimana Putusan Mahkamah Agung tersebut antara lain

dalam  keputusannya ~menghukum Para Tergugat untuk menerbitkan
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/ E::;:ZT:g::la:::niZ: dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
pencegahan dan pen'angemlaan Lingkungan Hidup, yang terpenting bag!
o anggulangan kebakaran hutan dan lahan, melakukan
Perjmjauan ulangdan merevisi izin-izin usaha pengelolaan hutan dan
porkebunan 'yang telah terbakar maupun belum terbakar berdasarkan
F.)emenuhan kriteria penerbitan izin serta daya dukung dan daya tampung
llng‘kungan hidup di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, mendirikan rumah
sak-n khusus paru dan penyakit lain akibat pencemaran udara asap di Provinsi
Kalimantan Tengah yang dapat diakses gratis bagi para korban asap.. dst
tedapat 10 (sepuluh) tuntutan yang dikabulkan oleh Mahkamah Agung RI.
"/édasarka 'ha' tersebut bahwa gugatan Citizen Law Suit dalam perkara
,/’;#“N k‘,;'.g{\K/PDleom dengan gugatan CLS yang diajukan oleh Pembanding
3/ - &iﬁé yai Materi, dampak kepada masyarakat dan anatomi kasus hukum
( LARYANG EE’, gat jauh berbeda dan sama sekali tidak dapat dipersamaka

Y,

S
i ! n dengan
o |

gatér} CLS vyang diajukan oleh Para Pembanding sehingga putusan

gu

,

(

5. ’

N
s 4mah Agung tersebut belum dijadikan Yurisprudensi dalam perkara ini.

MaKK

=
Pengertian Yurisprudensi adalah keputusan-keputusan dari hakim terdahulu
untuk menghadapi suatu perkara yang tidak diatur dalam UU dan dijadikan

sebagai pedoman bagi para hakim yang lain untuk menyelesaikan suatu
perkara yang sama.

Yurisprudensi karena adarya peraturan UU yang tidak
enyulikan hakim dalam membuat keputusan

Lahirnya jelas atau

masih kabur, sehingga m
mengenai suatu perkara. Hakim dalam hal ini membuat suatu keputusan

hukum baru dengan mempelajari  putusan hakim yang terdahulu untuk

mnegatasi perkara yang sedang dihadapi. Jadi, putusan dari hakim terdahulu

g disebut dengan Yurisprudensi.
jciptakan berdasarkan UU No. 48 Tahun 2
i menyatakan: pengadilan tidak boleh menolak

ini yan
009 Mengenai

Yurisprudensi D
Kekuasaan Kehakiman, Uy in
kara, mengadili perkar
hukum tidak ada atau kurang jelas (k

a dan memutuskan perkara yang

untuk memeriksa pei
abur), melainkan

diajukan dengan alsan
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5ama, putusan mang ta iuii

o na teiah diuji secarg akademis oleh Majelis Yurisprudensi dj
ankamah Aqun . ;

L gung dan telah direkomendasikan sebagai Yurisprudensi tetap

yang beriaky mengikat dan
. ic\\

, men -
A Urut pendapat para an Ahmad Kamil dan M. Fauzan dalam buku

wajib diikuti hakim-hakim dikemudian hari.

PENGA -

() Ha
{ / ‘\}i» ai\é? Kaidah

Y = s q*’? ah Hukum Yunisprudens (2004; 8-13) menuliskan sebuah definisi

\gﬁ? ntang apa itu “Yurisprudensi tetap” dan “Yurisprudensi tidak tetap”.

: a ditegaskan dalam buku itu, untuk dapat dikategorikan Yurisprudensi

harus melalui proses eksaminasi dan notasi dari Mahkamah Agung dengan

rekomendasi sebagaij

Putusan yang telah memenuhi standar hukum
yurisprudensi.

Bahwa, berdasarkan analisa tersebut diatas telah jelas bahwa keputusan
Mahkamah Agung R! dalam perkara 3555/K/PDT/2018 tidak dapat diterapkan
sebagai yurisprudensi untuk memperkuat dalil gugatan atau dasar untuk
mengabulkan gugatan Para Penggugat/ Pembanding dalam perkara ini
dikarenakan bukan merupakan kasus yang sama dan bukan merupakan
perkara yang belum diatur dalam Undang-Undang karena dasar gugatan
Penggugat adalah gugatan perbuatan Melawan Hukum yang telah jelas diatur
dalam pasa! 1356 KUHPerdata, selain hal tersebut putusan Mahkamah Agung
tersebut belum direkomendasikan sebagai yurisprudensi tetap yang berlaku

mengikat dan wajib diikuti hakim-hakim dikemudian hari, sehingga tidak wajib
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/deUh oleh JUO’
ex Fa P
Factie €ngadilan Tinggi Surabaya dalam mem
Citizen Law SUI: Ini, g " - perkara

Berdasarkan h
al-hal -
yang diuraikan tersebut diatas, mohon kiranya

Pengadilan Tin

gai Su _
] . rabaya memeriksa perkara ini dan selanjutn t
sebagai berikyt: jutnya memutus

1. Menolak perm
ohanan bandi
ng Para Pembandi
Il untuk seluruhnya mbanding/ semula Penggugat | dan

2. Menguatkan py
' t .
usan Pengadilan Negeri Situbondo Tanggal 24 Februari

2020, Nomor 40/PDT.G/2019/PN.STB.

Atau memberikan
tus :
putusan lain yang seadil-adilnya dalam suatu peradilan

yang baik (ex auquo et bono)

Menimb
p *‘afﬁ\emd ang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di
angan Ya
\ 9an Yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan bukti- bukti

beru
)?, 1 pa Tl lldanill-1s/dTI IdanTIIl-8; Tl Il danill—8A Tl
Afdane(ll -
83 rﬁ' 8B, Tl lldanili-B.1s/d Tl Ildanlll—8B—46;TI Il danlll—

MC*}I lldanll-8D; TI lldanlll-8D.1s/d Tl Ildanill-8D.14;THLIl
ar?ll! BE,T!Ildanlll-8E1s/dTl lidanlll-8E3; Tl lldanll-8F; T
I.IldaniII—SG;TI.lldan!II—Q;TI.IIdanIII—Q;TI.lldanlIImQA;TI,|I
danlll-S8B: Tl lldanlll=9B.1s/d T I, IldanIII—98.30;TI,HdanIII—QC
;TI,lldanIII--QD;TII.Hdanlll—gE;Tl.IIdanIlI—QF;TI,IIdanHI—QG
;TI,lIdanHI—QH;TI,!IdanlII—QI;TI,IIdanIII—9J;TI,IldanlII—QK;
TI,lldanIII—QL;TI,HdanIII—QM;TI,IIdanIII—QN;TI,HdanIII—QO;
Ti,lldanlll—QP;TI,IIdanlll—QQ;TI.I]danIlI—10;TI,IldanIIl—10A
sldB;Tl,HdanHI—HsldTI,|Idan||l—15;TI,Ildanlll—15Asld TL
|-15D ;T!,lldanlll—16;Tl,lldanlll—16;Tl,IIdanIII—16A;TI,

dan lll -
ldan i =17 ; T1, lIdanIII—17As/dTI Il danlll=17C; T1 lldanlll -18;
TI lldan Il = 19A s/d T |, || dan Il =

TI Il dan Nl = CF ; T, Il dan Ill = 19;
198 ; T, (| dan Il —20s/d T1. lldanlll =26, T Il dan lll—26AsidB; TI I

danlll-27s/d29;T1 | dan Ill - 28A s/d T, I dan Ill =298 ; T, Il dan Il -

30As/d T 1, I dan il =
31K ; T, Il dan -32;TI lldanlll -
38, ternyata sejak athun

30W : T1, Il dan Il =31 T Ildan

30: T Ildan I -
32AsMd T,

Il =31As/d T 1l dan Il =
Il dan Il = 32F ; T 1, Il gan Il =
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(2012 Pemenntat
ah Dae [ K. o}
rah Kabupaten Situbondo telah melakukan kegiatan

untuk menceqat
L03h manj; -
fJamurnya pembangunan warung-warung yang dapat

(“.’]“l“h (ll”l'lk'ln 3 aa
: i !l"l]' H £ (6] (]
rl“c” “””[)dl F)”)f;nt“.’", p J]yal:”t unaan n«'.”k()llkﬂ dtt u

kegiatan lain ya
{ ) g dap; \
Faapat menggangu keamanan dan ketertiban masyarakat

Kabupaten Sityl
AR yondo d; +|s . : ;
dan melalu Satua Polisi Pamong Praja telah melakukan

operasi penegakan pPg
Penegakan PERDA Nomor = 27 Tahun 2004 sejak tanggal 10 Maret

2018 s/d Desembor 201
Wer 2012 sebanyak 43 kali kegiatandan sepanjang tahun

?01-) (11WI|¢’]y'3h [&] [)}’ a ] o o a wary ema (l
« ’x I 3 I
\n“'\)( dl |. tln”“”g”n [.)Q.l(] K(}I 2NSc n, ar ng reme n" ’

remanq didesa C '
0 a Gundil, Kecamatan Kedit, sehingga berhasil memulangkan 10

orar q [ \)I‘ '((’ 01 | 150 [ 1 151N¢ aan
+ \ WO Mra Qr - i { j )8 (Il)ElUV |
(8 « ' (8 RS l ”],L"nq” asl J t / ()I'”Ig | C

Rehabiltasi Sosial Bing Karya Wanita Kediri ;

- Menimbang, bahwa dari bukti T.1 11 -1 s/d T TIl-9 diperoleh fakta
/o komnndo distnk militer 0823 Situbondo telah memberikan bantuan kepada

! J
'rsg}\‘mn'\ Polisi - Pamong  Praja Kabupaten Situbundo dalam kegiatan

r’gclnks:"‘mann ketertiban pada tahun 2018 dan 2019 di daerah eks lokalisasi

4

\‘;:gff[“’iﬁg Sampan Dan Bandengan, sehingga dengan adanya tindakan para
/cff/]ugat/ para Terbanding dalam menyelesaikan masalah praktik prostitusi
dibeberapa wilayah Kabupaten Situbondo membuktikan bahwa para
Tergugat/ para Terbanding tidak membiarkan begitu saja praktik prostitus
berkembang marak di Kabupaten Situbondo dan terbukti para Tergugat/ para
Terbanding telah berusaha utuk memberantas praktik prostitusi dan aktivitas
pelucuran di eks lokalisai, karena semakin ketaltnya pengawasan dan
penindakan dan Kopeltibkab Situbondo oleh karena itu Memori Banding dari
para Pembancing sudah sepatutnya dikesampingkan,

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi
membaca dan meneliti serta memeriksa secara seksama berkas perkara dan
salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Situbundo 24 februari 2020 Nomor:
40/Pdt G/2019/PN Sit, memon banding dari para Pembanding/ para
Penggugat Kontra Memori Banding dari para Pembanding/ para Penggugat

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim
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/ngkat Pertama tersebut 1oy
3 ..\rrp\u-,.,*‘ﬁ
mpertimbangkan dengan tepat dan benar

menurut hukym sehingg

a pertimbhann
Hmbangan tersebut dapat disetujui dan dapat

dijadikan dasar Pertimbang

an h o
£ ukum sendin oleh Ma;rzf-s Hakim pqnqad"ar

Tingai
goi dalam memutys Perkara inj dj 4
I ai (”gkaf bardqu

Memm
bang, bahwa berdacarkan
»cfGasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut diata
dlds, mak
aka pUTL’SE]r‘ per"‘ar‘,‘an N° ar " A » ‘
gadiian Negeri Situbondo tanggal 24

Februan 2020 Nomar
mOr: - 40/Pdt Gr2019/PN Sit dapat dipertahankan dan

dikuatkan;

Menimban
9. bahwa oleh karena para Pembanding/ para Penggugat

sebagai pihak van
Yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya

perkara dalam dua tingkat peradilan

Memperh 5
Pernatikan, pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

" Undang- , :
g-Undang RI Nomor. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman,

MENGADILI

Me_nerima permohonan banding dari Para Pembanding / Para
‘Penggugat,

[l Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Situbondo tanggal 24 Februari

2020 Nomor 40/Pdt.G/2019/PN.Sit  yang dimohonkan banding

tersebut;
. Menghukum para Pembanding / para Penggugat untuk membayar
biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang didalam tingkat

banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000 (Seratus Lima Puluh Ribu

Rupiah),
Demikian diputuskan dalam Rapat musyawarah Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari Senin, tanggal 4 Mei 2020 oleh kami

Sutrisni, SH., Hakim Ketua Majelis, H. Edy Tjahyono,S.H.,M.Hum dan

Arifin Edy Suryanto,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

mana pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2020, diucapkan dalam sidang terbuka
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is dengan didampingi oleh Hakim-Hakim

um oleh Hakim Ketua Majel
tera pengganti

untuk um
h Nur Ruminingsih, S.H., Pani

sa Hukumnya.-

Anggota tersebut, dibantu ole

tanpa dihadiri para pihak yang berperkara maupun Kua

Hakim-Hakim Anggota, Hakim Ketua,

TTD TTD

H. Edy Tjahyono,S.H.,M.Hum. Sutrisni,S.H.

11D

Arifin Edy Suryanto,S.H. .
Panitera Pengganti,

TTD

Nur Ruminingsih S.H.

Rincian biaya perkara :

Rp. 10..000,00

REHAKSH ..o sssnsssvnommmnnnsianssses
MELETRT .oveeceeevmnieiimenseeees Rp. 6.000,00
Pemberkasan........cooeemseees Rp. 134.000,00 +
JUMIAN. e Rp 150.000,00
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i Berikan Kepada Dan Atas Permintaan

= kunen PRrp TERLANDINC

Untuk ﬂll]lli?l(TT:l'l\ﬁllli sestni dengan aslinya
o y ® AN sk )
) -n(lﬁm}\d inguei Surabaya
S x

Suhonds, 12 JUR 2020
Diberikan -(hi‘._»._r:r:m s

an > carter oo,

Us Panitece. Mude P,
|3t T'\E‘RA[ " .'I\ P
Tvpel 5

97AHF352144306

i

r/;;)fn ths702 1 001
aﬂ‘f-’/'
—_—

=k

=

&

o

lox)

o | ¥

= 24
o '-,,
— |
et g
w

(=]

[

[=]

(V&)

—

Halaman 111 dar! 111 Putusan Nomor 212/PDT/2020/PT SBY



